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ABSTRACT 

Certificate is a strong piece of evidence regarding land rights that guarantees legal 

certainty. Legal certainty can be achieved when all aspects related to ownership, 

control, and changes in the certificate are registered. One of the changes in land 

registration data is physical data changes that can be requested through the 

subdivision of land plots. Cases of master certificates or residual plots whose areas 

do not match after land plot subdivisions were found at the Land Office of Ogan 

Komering Ulu Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative 

approach aimed at evaluating the process of land plot subdivision and identifying 

factors that cause differences in land area after partial subdivision. The results of 

this study indicate that the implementation of land plot subdivision at the Land 

Office of Ogan Komering Ulu Regency has not been fully carried out in accordance 

with applicable regulations, as there are still incomplete requirements and officers 

who are not thorough in examining application files, as well as the absence of land 

plot boundaries and Survey Maps as measurement references. Furthermore, the 

difference in the area of the parent or residual land plot after subdivision is caused 

by the absence of boundary markers and the measurement of new boundary 

markers, as well as differences in measuring instruments and area calculation 

methods. The difference in the area of existing or factual land plots compared to 

what is stated in the certificate will certainly cause problems in the future. 

Keywords: Certificates, Land Office, Separation of Land Plots, Differences in 

Area 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia. 

Manusia memerlukan tanah sebagai medium untuk memenuhi dan melanjutkan 

berbagai kebutuhannya sepanjang hidup. Sejak lahir hingga meninggal, 

manusia selalu bergantung pada tanah (Labi, Nur & Lahae 2021). Dengan kata 

lain, tanah merupakan tempat dimana manusia dilahirkan, hidup, tinggal hingga 

manusia kembali lagi keasalnya. Memenuhi kebutuhan akan tanah adalah hak 

dasar bagi setiap individu. Oleh karena itu, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, kehidupan manusia selalu bergantung pada tanah. 

Pertumbuhan populasi yang terus meningkat akan mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan tanah, sementara tanah itu sendiri tetap terbatas dan 

tidak bertambah. Oleh karena itu, kebutuhan dasar manusia untuk menguasai 

dan menggunakan tanah akan menjadi masalah yang sangat penting di masa 

depan. Penyelesaian yang cepat dan memuaskan bagi semua pihak menjadi 

sangat diperlukan (Pransisto 2023). Karena meningkatnya kebutuhan 

masyarakat dan pemerintah akan tanah, peran tanah menjadi sangat vital, 

terutama dalam hal pengaturan penguasaan dan kepemilikan tanah (Monika 

2019). Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola 

pertanahan dengan cara yang tepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

Pasal 33 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan atas 

tanah, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya untuk dimanfaatkan secara 

maksimal demi kemakmuran rakyat. Kemakmuran tidak akan berarti tanpa 

adanya keamanan, kepuasan, ketenangan, dan perdamaian, baik secara fisik 

maupun spiritual (Marilang 2012). Berdasarkan kalimat tersebut dapat 

dipahami bahwa perasaan aman adalah salah satu indikator dari kemakmuran 

rakyat. 

Hukum pertanahan di Indonesia dimulai sejak ditetapkannya Undang-
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Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria atau dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA 

lahir guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang merupakan amanat dari Pasal 

33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Salah satu tujuan dari UUPA adalah menetapkan 

landasan untuk menjamin kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah bagi 

seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya, Pasal 19 UUPA menginstruksikan 

pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia. Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 

kepada semua pihak yang terlibat. 

Suardi dalam (Korompis, Olii & Mamahit 2018) mengungkapkan 

bahwa pendaftaran tanah ditujukan untuk menjamin kepastian hukum 

mengenai hak-hak atas tanah, diperlukan kepastian hukum mengenai objek 

bidang tanah (obyek hak), subjek yang memiliki hak (subyek hak), dan jenis 

hak atas tanah yang dimiliki. Lebih lanjut, kepastian hukum atas obyek artinya 

informasi tentang letak, batas, dan luas tanah dapat diketahui secara akurat. Hal 

ini termasuk lokasi tanah atau alamatnya. Batas bidang tanah akan diidentifikasi 

berdasarkan siapa yang berada di sebelah utara, selatan, timur, dan barat tanah 

tersebut. Luas tanah akan diukur dan dihitung kedalam satuan meter persegi. 

Dalam melaksanakan UUPA yang bertujuan memberikan jaminan 

kepastian hukum dibentuklah peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian 

dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. PP Nomor 24 Tahun 1997 inilah yang mengatur 

mengenai bagaimana penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan demikian, 

pemberian sertipikat atas tanah kepada pemohon bertujuan memberikan bukti 

yang kuat terhadap hak atas tanah yang dimilikinya dan menjamin kepastian 

hukum. Untuk memastikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah, 

semua yang terkait dengan kepemilikan, penguasaan, atau pemindahan tanah 

harus didaftarkan. Setelah proses pendaftaran selesai, sertipikat hak atas tanah 

diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum. Sertipikat tersebut 

diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan. Kepastian 
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hukum tentunya tidak terlepas dari asas pendaftaran tanah tersebut. Asas 

pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 antara lain asas 

sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir, dan asas terbuka. 

Idealnya seluruh asas tersebut dapat dipenuhi agar tercapainya tujuan dari 

pendaftaran tanah. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh kepastian, sehingga 

dengan demikian dapat mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari. 

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah 

meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan 

data yuridis serta penerbitan surat-surat tanda bukti hak bidang-bidang tanah 

tertentu. Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data 

pendaftaran tanah menurut Pasal 94 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo 

Permen Agraria/Kepala BPN No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa 

perubahan data yuridis mencakup peralihan hak, pembebanan hak tanggungan 

dan peralihannya, hapusnya hak atas tanah, pembagian hak bersama dan lain-

lain. Perubahan data secara fisik mencakup: a) Pemecahan bidang tanah; b) 

Pemisahan bidang tanah; dan c) Penggabungan bidang tanah. 
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Terhadap sertipikat apabila terjadi perubahan terhadap data fisiknya 

dapat dimungkinkan terjadinya pemisahan sertipikat. Pemisahan sertipikat 

tanah jika dilihat dari subyek pemohon terdapat dua subyek utama yaitu yang 

pertama, pemisahan yang dilakukan badan hukum. Kedua, pemisahan sertipikat 

atas nama pribadi atau perorangan. Pemisahan sertipikat atas nama perorangan 

dapat terjadi karena berbagai alasan atau faktor yang mempengaruhinya seperti 

faktor hibah, tukar menukar maupun faktor penjualan tanah sebagian, 

sedangkan developer biasanya memang untuk dijual kembali dalam rangka 

pembangunan perumahan. Dengan demikian maka biasanya pemisahan yang 

dimohonkan perorangan tidak memerlukan izin dan pemisahan oleh developer 

diperlukan izin salah satunya berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum dan 

fasilitas sosial. Pemisahan sertipikat atas nama pribadi terjadi ketika 

pemegangnya mengajukan permohonan kepada kepala kantor pertanahan 

setempat. Prosedur ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dengan memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan. 

Pemisahan bidang tanah diatur dalam Pasal 49 PP Nomor 24 Tahun 

1997 jo Pasal 48 ayat (3) dan (4) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 134 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. PP 

Nomor 24 Tahun 1997 maupun PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 tidak 

menyebutkan secara jelas pengertian dari pemisahan bidang tanah. Namun, 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, dapat 

dipahami bahwa pemisahan bidang tanah adalah pemisahan satu bidang tanah 

yang sudah didaftar menjadi dua bagian atau beberapa bagian dengan tidak 

mematikan sertipikat induknya. 

Tahun 2023 menurut data Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu terdapat 1.469 bidang tanah yang dimohonkan pelayanan 

pemisahan bidang tanah dari keseluruhan permohonan pengukuran yang 

berjumlah 4.458 bidang tanah. Dengan kata lain, pelayanan pemisahan 

merupakan salah satu layanan yang sering diakses oleh masyarakat di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam hal bidang tanah yang dilakukan 
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pemisahan, seharusnya hasil ukuran dan jumlah luas sertipikat yang dipisahkan 

dan sertipikat induk (sisa) sesuai dengan luas awal sebelum dilakukan 

pemisahan. Selain itu, pada pemisahan bidang tanah secara teori yang diukur 

hanya bidang tanah yang dimohonkan untuk dipisah saja. Pasca pemisahan 

bidang tanah dilakukan pencatatan pembukuannya yaitu pada buku tanah, 

sertipikat, surat ukur dan peta pendaftaran tanahnya. 

Faktanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu 

ditemukan masih adanya sertipikat induk atau sisa yang luasnya tidak sesuai 

setelah dilakukan pengukuran pemisahan bidang tanah. Hal ini diketahui ketika 

petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan 

pengukuran untuk mengikatkan bidang yang dipisah dengan sertipikat 

induknya. Akan tetapi, pada beberapa kasus ditemukan bahwa patok batas 

bidang tanah sudah tidak sesuai atau tidak ada lagi dilapangan, sehingga 

petugas ukur berinisiatif untuk melakukan pengukuran terhadap sertipikat 

induk (sisa) guna memastikan apakah kondisi faktual bidang tanah masih sesuai 

dengan kondisi sertipikat induknya. Setelah dilakukan pengolahan data ukur 

dan penggambaran ditemukan bahwa luasnya sudah tidak sesuai lagi dengan 

sertipikat induknya atau sisa pemisahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengkaji bagaimana perlakuan terhadap tanah induk atau hasil sisa pemisahan 

bidang tanah tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penelitian ini memiliki rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana mekanisme pemisahan bidang tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sudah sesuaikah dengan aturan yang 

berlaku? 

2. Mengapa terjadi perbedaan luas bidang tanah induk atau sisa pasca dipisahkan 

sebagian di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian 
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ini memiliki tujuan antara lain: 

a. Mengetahui mekanisme pemisahan bidang tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu apakah sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

b. Mengetahui dan menganalisis mengapa terjadi perbedaan luas bidang 

tanah induk atau sisa pasca dipisahkan sebagian dan perlakuannya di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

2.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana ilmu pengetahuan dan 

tambahan wawasan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

dan sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 

b.Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan berguna untuk 

menyelesaikan skripsi. 

2) Bagi Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Dapat memberikan masukan serta menjadi bahan pertimbangan untuk 

lebih memperhatikan setiap prosedur pelaksanaan pemisahan sertipikat 

tanah. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan 

yang memiliki topik serupa.
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan, antara lain: 

1. Mekanisme atau pelaksanaan pemisahan bidang tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Karena masih ada 

persyaratan yang kurang lengkap dan petugas kurang teliti dalam memeriksa 

berkas permohonan. Selain itu tidak adanya batas bidang tanah dan Gambar 

Ukur sebagai acuan pengukuran pemisahan yang ditindaklanjuti dengan 

petugas ukur yang mengukur sertipikat induk atau sisa berakibat terhadap 

adanya beda luas hasil pemisahan bidang. Karena secara teori luas sisa hanya 

urusan administrasi saja. 

2. Penyebab uatama terjadinya perbedaan luas pada tanah induk atau sisa setelah 

dipisahkan adalah tidak adanya patok batas yang kemudian diukur ulang 

dengan patok baru yang ditunjuk pemohon, sehingga mengubah batas dan 

luas tanah. Selain itu, perbedaan ini juga disebabkan oleh penggunaan alat 

ukur dan metode hitung luas yang kini semakin canggih. Perbedaan antara 

luas tanah yang sebenarnya dengan yang tercantum di sertifikat tentu akan 

menimbulkan masalah di kemudian hari. Perbedaan luas bidang tanah 

eksisting atau secara faktual dengan yang tercantum di sertipikat tentunya 

akan menimbulkan masalah dikemudian hari. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu hendaknya lebih teliti 

dalam menerima berkas permohonan. Berkas permohonan yang tidak lengkap 

dan tidak sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 

Tahun 2010 dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 
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2. Menyikapi pemohon yang terkadang tidak mengindahkan himbauan yang 

diberikan oleh Kantor Pertanahan terhadap adanya perbedaan luas pasca 

pemisahan bidang tanah. Peneliti menyarankan, hendaknya Kantor 

Pertanahan menyarankan kepada setiap pemohon yang akan mendaftar 

pelayanan pemisahan bidang tanah agar mendaftar layanan pemecahan 

bidang tanah. Menurut peneliti, pemecahan bidang tanah lebih dapat 

mewujudkan kepastian hukum dalam sertipikat, karena dilakukan pengukuran 

terhadap keseluruhan bidang tanah, sehingga apabila terjadi perubahan 

fisiknya dapat disesuaikan dengan keadaan faktual atau eksistingnya dan 

sertipikat induknya dimatikan/ tidak berlaku lagi. 
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